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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78/PMK.05/2011

TENTANG

PENYELESAIAN BACKLOG ATAS

PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI

MEKANISME REKENING KHUSUS YANG INELIGIBLE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penarikan pinjaman dan/atau hibah
luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus,
terdapat penggunaan dana talangan Pemerintah yang
belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan
penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian
dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri
(backlog);

b. Bahwa terkait dengan backlog sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, terdapat backlog yang dipastikan tidak
dapat dimintakan penggantiannya kepada pemberi
pinjaman dan/atau hibah luar (ineligible);

c. bahwa dalam Neraca Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara dan Neraca Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat belum tercermin nilai backlog yang
dapat direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan terjadinya backlog;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
diperlukan pengaturan mengenai backlog;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah
Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus
Yang Ineligible;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006
tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah
Luar Negeri;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENYELESAIAN BACKLOG ATAS PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI
MEKANISME REKENING KHUSUS YANG
INELIGIBLE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Backlog atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri, selanjutnya disebut
Backlog, adalah penggunaan dana talangan Pemerintah dalam rangka
penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme
Rekening Khusus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan
penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi
pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

2. Backlog yang ineligible adalah backlog yang tidak dapat dimintakan
penggantiannya dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disebut
PPHLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral,
lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga
keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di
luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman
dan/atau hibah kepada Pemerintah.

4. Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya
disingkat NPPHLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang
dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dan/atau
hibah luar negeri antara Pemerintah dengan PPHLN.
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